Menimbang

Mengingat

BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3420);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  beberapa kali diubah  terakhir dengan
UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusan dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4

Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 4 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Tengah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada  pemerintah daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta
Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang
digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja
yang dianggarkan dalam RKA SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan Beranggotakan Pejabat

Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,



yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan Daerah

Pasal 2
Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan
anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
Penerapan ASB bertujuan untuk:
a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok
ukur kinerja yang jelas; dan

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah

BAB II
KOMPONEN ASB
Pasal 4

Komponen ASB terdiri dari:

a. deskripsi;

o

pengendali belanja (Cost Driver);

satuan pengendali belanja tetap (Fixed Cost);

o o

satuan pengendali belanja variabel (Variable Cost);

rumus penghitungan belanja total; dan

.0

alokasi rincian objek belanja.

Pasal 5
Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan

penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6
Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan

faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
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Pasal 7
Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu
kegiatan berubah-ubah.
Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh
adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d

merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang

dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e

merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

(1)

(3)

Pasal 10
Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 3 (tiga) jenis,
yaitu:
a. rata-rata;
b. batas bawah; dan
c. batas atas.

BAB III

JENIS ASB

Pasal 11
Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni :
a. ASB non fisik; dan
b. ASB fisik
ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ASB : Jasa Surat-Menyurat
001



ASB
002
ASB
003
ASB
004
ASB
005
ASB
006
ASB
007
ASB
008
ASB
009
ASB
010
ASB
011
ASB
012
ASB
013
ASB
014
ASB
015
ASB
Ol6
ASB
017
ASB
018
ASB
019
ASB
020

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pengadaan Barang Cetakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Skpd

Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Pendidikan Dan Pelatihan Non Aparatur

Bimbingan Teknis Aparatur

Bimbingan Teknis Non Aparatur

Sosialisasi/Penyuluhan Program Atau Produk

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Non

Keuangan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan

Koordinasi

Penelitian/Survey Dan Analisis

Kerjasama Antar Lembaga

Peningkatan Wawasan/Kualitas Sumber Daya
Manusia

Penyusunan Pedoman/Dokumen

Pembinaan

Monitoring Dan Evaluasi

Pendampingan

Akreditasi Lembaga



aa.

ab.

ac.

ad.

ae.

ASB
021
ASB
022
ASB
023
ASB
024
ASB
025
ASB
026
ASB
027
ASB
028
ASB
029
ASB
030
ASB
031

Pembinaan/Pemberdayaanlembaga/Masyarakat
Di Luar Instansi Pemerintah
Pembinaan/Pemberdayaan Aparatur / Lembaga
Instansi Pemerintah

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional

Reviu

Promosi

Fasilitasi

Penanggulangan Masalah Kesehatan

(4) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a.

b.

C.

ASB 001

ASB 002
ASB 003

Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung
Negara
Pengadaan Konstruksi Jalan

Pengadaan Konstruksi Jembatan

(5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD

dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 13
Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14
Kegiatan pada Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan

alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 18 November 2025
BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda

pada tanggal 18 November 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

BAHRI SUDIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 885



LAMPIRAN : | KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : | 85 TAHUN 2025
TANGGAL : | 18 NOVEMBER 2025
TENTANG : | ANALISIS STANDAR BELANJA

I. ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

1. ASB 001-JASA SURAT-MENYURAT
Deskripsi:

Surat-menyurat merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi
secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lain. Informasi dalam surat
dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran,
sanggahan, dan sebagainya. Surat menyurat ini dapat terjadi dalam SKPD,

dengan pihak diluar SKPD secara lokal maupun nasional.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah surat, durasi dalam bulan, tingkatan daerah

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 220,00 per jumlah surat per bulan disesuaikan dengan tingkatan daerah
Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 220,00 x Jumlah Surat x Jumlah Bulan x Bobot Tingkatan
Daerah)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 001

. Batas Batas Rata-
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata
] Belanja Bahan Pakai
Habis 20,65% | 100,00% | 100,00%
Jumlah 100%

Keterangan :

Bobot tingkatan daerah:

Bobot 1 : untuk tingkatan di lingkungan SKPD Kabupaten Halmahera
Tengah
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Bobot 2 : untuk tingkatan di luar Kabupaten Halmahera Tengah

2. ASB 002-PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
Deskripsi:

Bahan Logistik Kantor merupakan bahan habis pakai yang digunakan untuk
kegiatan operasional SKPD. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari
kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara
eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup ATK dalam

rangkaian kegiatannya.

Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah Bahan Logistik Kantor (Paket), dan Durasi Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 152.252.900,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah ATK (Paket) per Durasi Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 152.252.900,00 + (Rp 0,00 x Jumlah ATK (paket) x Durasi Bulan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 002

Batas Batas Rata-
No. k Belanj
©. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata

1 Belanja Makan dan

Minum 0,00% | 51,87% |21,33%
5 Belanja Bahan  Pakai

Habis 0,00% | 100,00% | 78,67%

Jumlah 100%

3. ASB 003-PENGADAAN BARANG CETAKAN
Deskripsi:

Pengadaan Barang Cetakan merupakan kegiatan untuk memperoleh barang
cetakan yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan
pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang

telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit kerena
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ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan barang cetakan
dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan barang cetakan merupakan kegiatan
yang diadakan khusus untuk menghadirkan barang cetakan karena adanya
kebutuhan tertentu dalam untuk mendukung aktivitas SKPD secara

berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Barang Cetakan, dan Jenis Cetakan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 30.453.700,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 450,00 per Jumlah Barang Cetakan disesesuaikan dengan Jenis Cetakan
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 30.453.700,00 + (Rp 450,00,00 x Jumlah Barang Cetakan x Bobot Jenis
Cetakan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 003

. Batas Batas Rata-
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata
] Belanja Modal Pengadaan 0.00%
Komputer 14,99% | 2,38%
Belanja Cetak dan
0.00%
2 Penggandaan ° 100,00% | 91,22%
3 Belanja Bahan Pakai Habis 0.00% | 34,70% | 6,39%

Jumlah 100%

Keterangan:
Bobot 1 : jenis cetakan brosur, pamflet, sticker

Bobot 2 : jenis cetakan buku

12



4. ASB 004-PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

SKPD
Deskripsi:

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan kegiatan
untuk menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga atau instansi di luar
daearah yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan
ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin

dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.
Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam koordinasi serta durasi proses koordinasi
dilakukan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp 419.897.900,00 per Kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 363.000,00 per Jumlah Lembaga yang dicakup dalam koordinasi per

Durasi Proses Koordinasi
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 419.897.900,00 + (Rp 363.000,00 x Jumlah lembaga x Durasi Proses

Kordinasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 004

. Batas | Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata

1 Belanja Perjalanan Dinas 0,00% | 100,00% | 100,00%

Jumlah 100%

5. ASB 005-PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan untuk aparatur merupakan kegiatan memberikan
pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah
atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau
kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu

posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang
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tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang

bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 4.523.100,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 4.523.100,00,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 005

No. | Obyek Belanja E:\t::h i:::s Rata-Rata
1 Honor PNS 0,00% | 3,86% 0,75%
2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% 11,00% |2,17%
3 Belanja Perjalan Dinas 36,19% | 100,00% | 91,46%
4 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 13,31% |2,48%
5 Belanja Sewa Rumah, | 0,00% | 16,79% | 3,13%
Gedung, dll
Jumlah 100%
Keterangan:

a. Hari pelatihan x jumlah peserta harus berada diantara rentang optimalitas.
b. Untuk Diklat yang membutuhkan durasi waktu khusus bisa diberlakukan
aturan khusus seperti diklat calon pegawai yang membutuhkan durasi kira-

kira 35 hari pelatihan.

6. ASB 006-PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON APARATUR

Deskripsi:
Pendidikan dan pelatihan non aparatur merupakan kegiatan memberikan

pendidikan dan pelatihan bagi para non apartur di luar satuan kerja perangkat
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7.

daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian

atau kemampuan tertentu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan

Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 112.000.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 4.066.700,00 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 112.000.000,00 + (Rp 4.066.700,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari
Pelatihan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 006

Batas Batas
No. k Belanj Rata-R
o. | Obye elanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Belanja Perjalanan Dinas 0,00% | 100,00% | 67,83%

Belanja Kursus Pelatihan, | 0,00% | 77,65% | 32,17%

2 dll
Jumlah 100%
Keterangan:

a. Hari pelatihan x jumlah peserta harus berada diantara rentang optimalitas.
b. Untuk Diklat yang membutuhkan durasi waktu khusus bisa diberlakukan
aturan khusus.

ASB 007- BIMBINGAN TEKNIS APARATUR

Deskripsi:

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan
bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja
perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan
ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang
sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya
memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan

panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.
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Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Jumlah Hari Pelatihan Dan Tingkatan

Daerah.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 97.763.500,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 965.000,00 per Peserta per Jumlah Hari Pelatihan disesuaikan dengan
Bobot Tingkatan Daerah

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 97.763.500,00 + (Rp 965.000,00 x Jumlah Peserta Bimbingan x Jumlah
Hari Pelatihan x Bobot Tingkatan Daerah)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 007

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 1,35% 0,32%
2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 4,12% 0,99%
3 Belanja Perjalan Dinas 40,07% | 100,00% | 94,39%
4 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 10,52% | 2,53%

Belanja  Sewa  Rumah,

[0) 0, 0,
5 Gedung, dII 0,00% | 3,99% 0,96%
Uang Untuk Diberikan
6 Kepada Pihak | 0,00% | 3,36% 0,81%
Ketiga/Masyarakat
Jumlah 100%
Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian
lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas ingin
menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau
pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan

tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
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8. ASB 008-BIMBINGAN TEKNIS NON APARATUR

Deskripsi:

Bimbingan teknis non aparatur merupakan kegiatan untuk memberikan
bimbingan/pelatihan kepada masyarakat di luar lingkungan SKPD untuk
memperoleh keahlian teknis tertentu. Kegiatan ini bukan hanya memberikan
pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada

tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Jumlah Hari Pelatihan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 8.252.100,00 per Jumlah Pesrta per Jumlah Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 8.252.100,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)]

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 08

. Batas | Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata
1 Honor Non PNS 0,00% | 12,63% |3,71%
2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 45,86% | 14,02%
3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 43,59%
Belanj Cetak d
4 Peenagrg:n - e 10,00% |1,20% |0,35%
5 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 38,77% | 11,53%
6 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 15,55% | 6,33%
Belanj
7 MZSE;S Sewa  Sarana | 5000 1143% | 0,27%
Belanj S R h
8 stliliag . ewa  RUMAR 6 00% |16,90% | 5,57%
9 dBlellanja Kursus Pelatihan, 0,00% |12,74% | 2,43%
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Batas Batas

No. k Belanj Rata-R
o. | Obyek Belanja Bawah | Atas ata-Rata
10 | Belanja Pakaian Kerja 0,00% | 1,16% 0,22%
Uang Untuk  Diberikan
11 | Kepada Pihak | 0,00% |43,83% |11,97%
Ketiga/Masyarakat
Jumlah 100%
Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja untuk pakaian lapangan atau
pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas ingin menyertakan
belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat
menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan

persetujuan tim evaluasi anggaran.

. ASB 009-SOSIALISASI/PENYULUHAN PROGRAM ATAU PRODUK
Deskripsi:

Sosialisasi/Penyuluhan program atau produk merupakan kegiatan untuk
memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah
yang bersangkutan kepada staf atau masyarakat melalui kegiatan tatap muka

dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Frekuensi Sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 127.053.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 1.500.300,00 per Jumlah Peserta per Frekuensi Sosialisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 127.053.000,00 + (Rp 1.500.300,00 x Jumlah Peserta x Frekuensi

Soialisasi)
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Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 009

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 18,79% | 7,30%

2 Belanja Makan dan Minum 0,00% |29,20% | 11,48%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 71,84% | 40,31%

Belanja Cetak dan

0,00% |6,15% |2,12%
Penggandaan

) Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% |31,10% | 11,62%

Belanja Sewa Rumabh,

% | 15,45% | 5,199
Gedung, dll 0,00% | 15,45% | 5,19%

Uang Untuk Diberikan
7 Kepada Pihak | 0,00% | 70,37% | 21,98%
Ketiga/Masyarakat

Jumlah 100%

Keterangan :
Bobot Jenis Peserta Sosialisasi:
Bobot 1 : peserta sosialisasi adalah pegawai instansinya sendiri

Bobot 2 : peserta sosialisasi adalah masyarakat luar

10.ASB 010-PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN NON
KEUANGAN

Deskripsi:

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status

perkembangan

dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan

pertanggungjawaban ataupun laporan kinerja.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Obyek yang Dilaporkan dan Tingkatan Obyek

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 1.104.502.300,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Obyek disesuiakan dengan Bobot Tingkatan Obyek

Rumus Perhitungan Belanja Total:
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Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 1.104.502.300,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Obyek x Bobot Tingkatan Obyek)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 010

Batas | Batas
No. k Belanj Rata-R
o. | Obyek Belanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 3,89% 1,13%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 1,52% 0,65%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% |49,43% |22,39%
4 Belanja Cetak dan | 0,00% | 1,47% 0,44%
Penggandaan

) Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 3,48% 1,01%

Belanja Modal Alat-Alat | 0,00% | 2,83% 0,82%

Studio
- Belanja Modal Peralatan dan | 0,00% | 100,00% | 73,57%
Mesin
Jumlah 100%
Keterangan:

Bobot Tingkatan Obyek/Indikator yang dilaporkan:

a. Bobot 1 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek setingkat lembaga
Pemerintahan;

b. Bobot 2 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek yang setingkat
Instansi;

c. Bobot 3 : jika laporannya berupa Laporan final setingkat pemerintah

Kabupaten

11. ASBO11 -PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN

Deskripsi:

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan kegiatan
untuk melaporkan status perkembangan penggunaan keuangan daerah dari

satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Obyek yang Dilaporkan dan Tingkatan Obyek
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Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp 41.398.700,00 per Kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 3.487.500,00 per Jumlah Obyek disesuiakan dengan Bobot Tingkatan
Obyek

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 41.398.700,00 + (Rp 3.487.500,00 x Jumlah Obyek x Bobot Tingkatan
Obyek)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 011

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata

1 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 2,45% 0,67%

2 Belanja Perjalan Dinas 23,19% | 100,00% | 98,36%

Belanja Cetak dan | 0,00% | 0,85% 0,23%
Penggandaan

4 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 2,01% 0,74%

Jumlah 100%

Keterangan:

Bobot Tingkatan Obyek/Indikator yang dilaporkan:

Bobot 1: jika laporannya berupa laporan final atas obyek setingkat lembaga
Pemerintahan;

Bobot 2: jika laporannya berupa laporan final atas obyek yang setingkat
Instansi;

Bobot 3: jika laporannya berupa Laporan final setingkat pemerintah Kabupaten
12. ASB 012-KOORDINASI

Deskripsi:

Koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau
koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan
tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman
tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang

diharapkan.
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Satuan pengendali biaya (cost driver):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam koordinasi serta durasi proses koordinasi
dilakukan. Satu kali koordinasi setara dengan satu minggu, satu bulan

koordinasi setara dengan 4 kali atau 4 minggu proses koordinasi. (1 instansi =

5 orang perwakilan instansi)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 15.910.100,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 23.954.800,00 per Jumlah Lembaga per Durasi Proses Koordinasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 15.910.100,00 + (Rp 23.954.800,00 x Jumlah Lembaga x Durasi Proses

Koordinasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 012

. Batas | Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata
1 Honor Non PNS 0,00% |2,97% | 0,88%
2 Belanja Makan dan Minum 0,00% | 17,85% | 5,53%
3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 99,96% | 47,39%
Belanj k
4 P:nagr::n o Ceta dan s 600 | 1,02% |0,31%
5 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% | 10,60% | 2,60%
6 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 54,03% | 8,72%
Belanj R h
7 GZ;;liag au Sewa UmAR ) 0.00% |3,74% | 0,90%
8 Belanja Jasa Konsultasi 0,00% | 73,69% | 18,98%
Uang Untuk Diberikan
9 Kepada Pihak | 0,00% | 80,25% | 14,69%
Ketiga/Masyarakat
Jumlah 100%
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Keterangan:
ASB ini dapat digunakan untuk menganalisis 3 jenis aktivitas penyelenggaraan

forum komunikasi atau koordinasi yaitu:

a. antar instansi
b. antar lembaga atau

c. dengan masyarakat umum.

13. ASB 013-PENELITIAN/SURVEY DAN ANALISIS
Deskripsi:

Penelitian/Survey/Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu
permasalahan ke dalam komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji
secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam
topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dihadirkan dalam
struktur atau format yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya.
Ketidakmampuan untuk memenuhi semua kriteria di atas sebaiknya mengikuti

ketentuan dalam pengamatan singkat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Topik Analisis/Survey dan Durasi Analisis/Survei

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 64.614.300,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Topik Analisis / Survey per Durasi Analisis/ Survei
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 64.614.300,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Topik Analisis/Survey x Durasi

Analisis/Survey)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 013

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% |26,21% | 5,53%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 8,47% 1,79%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 61,36%
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Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

4 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 3,45% 0,76%

S Belanja Jasa Kantor 0,00% | 53,08% | 30,57%

Jumlah 100%

14. ASB 014-KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
Deskripsi:

Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam
rangka membina kerjasama suatu lembaga dengan lembaga lain. Setelah
dilaksanakannya kegiatan ini maka harus dihasilkan kesepakatan sebagai
bentuk konkret pertanggungjawaban kegiatan. Jika beberapa satuan kerja
perangkat daerah terlibat dalam kegiatan kerjasama ini maka belanja untuk
kegiatan ini hanya diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan ini dan bukan pada satuan kerja
perangkat daerah-satuan kerja perangkat daerah lain yang bertindak sebagai

peserta kerjasama.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kesepakatan, Jumlah Lembaga Peserta Kerjasama, dan Tingkatan

Lembaga.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 301.279.100,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Kesepakatan per Jumlah Lembaga Peserta Kerjasama,

disesuaikan dengan Bobot Tingkatan Lembaga
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 301.279.100,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Kesepakatan x Jumlah Lembaga

Peserta Kerjasama x Bobot Tingkatan Lembaga)
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Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 014

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata
1 Belanja Perjalanan Dinas 0,00% | 74,92% |31,03%
Uang Untuk  Diberikan
2 Kepada Pihak | 0,00% | 100,00% | 68,97%
Ketiga/Masyarakat
Jumlah 100%
Keterangan:

Bobot Tingkatan Lembaga:

a. Bobot 3 : untuk kerjasama antar lembaga setingkat Provinsi

b. Bobot 2 : untuk kerjasama antar lembaga setingkat kota/kabupaten

c. Bobot 1 : untuk kerjasama antar lembaga tingkat di bawah kota/kabupaten

15. ASB 015-PENINGKATAN WAWASAN/KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Deskripsi:

Standar Analisis Belanja ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan untuk
meningkatkan pemahaman atas topik tertentu. Penataran, pencerahan produk
hukum, perluasan wawasan dan sebagainya yang tidak menuntut keahlian

atau kompetensi teknis

yang kesemuanya hanya ditujukan untuk

meningkatkan wawasan dapat digolongkan dalam kegiatan jenis ini

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jenis Tes

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 674.705.800,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah peserta disesuaikan dengan Jenis tes

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 674.705.800,00 + (Rp 0,00 x Jumlah peserta x Jenis tes)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 015
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Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 2,50% 0,77%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 14,60% | 4,68%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 76,28%
4 Belanja Cetak dan
Penggandaan 0,00% | 0,87% 0,28%

5 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 23,83% | 7,92%

6 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 10,32% | 3,19%
- Belanja Sewa Sarana
Mobilitas 0,00% | 0,52% 0,16%

Belanja Sewa Rumah,

Gedung, dll 0,00% | 5,65% 1,75%
9 Belanja Kursus Pelatihan,

dll 0,00% | 16,07% |4,97%

Jumlah 100%

ASB 016-PENYUSUNAN PEDOMAN/DOKUMEN
Deskripsi:

Penyusunan pedoman atau panduan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
SKPD untuk menyusun pedoman atau panduan tentang pentunjuk konsepsi
strategis, teknis, atau praktis atas kebijakan, peraturan, prosedur, sistem
yanga berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau

rujukan.

Pengendali Belanja (cost driver) :

Jumlah Panduan/Dokumen dan Jenis Panduan/Dokumen
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 51.688.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 41.332.400,00 per Jumlah Panduan/Dokumen dan Jenis

Panduan/Dokumen
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
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= Rp 51.688.000,00 + (Rp 41.332.400,00 x Jumlah Panduan/Dokumen dan

Jenis Panduan/Dokumen)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 016

No. | Obyek Belanja ;:‘t::h 2:::5 Rata-Rata
1 Honor PNS 0,00% | 5,73% 1,21%
2 Honor Non PNS 0,00% | 28,23% 10,85%
3 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 17,58% | 6,33%
4 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 39,38%
5 Belanja Cetak dan

Penggandaan 0,00% | 15,69% |4,08%
6 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 4,67% 1,62%
- Belanja Sewa Rumah,

Gedung, dll 0,00% | 6,63% 1,40%
8 Belanja Jasa Konsultasi 0,00% | 100,00% | 35,12%

Jumlah 100%

ASB 017-PEMBINAAN
Deskripsi:

Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dengan melepaskan hal-hal

yang sudah dimilikinya, yang bertujuan untuk membantu dan

mengembangkan kecakapan dan pengetahuan yang sudah ada serta

mendapatkan kecakapan pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup dan

kerja yang sudah dijalani secara efektif dan efisien.

Pengendalian Belanja (cost driver) :

Jumlah Kegiatan/Lembaga, Jumlah Peserta dan Durasi Dalam Bulan
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 256.739.500,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Lembaga disesuaikan dengan Durasi dalam Bulan
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
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= Rp 256.739.500,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Bulan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 017

Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 14,28% | 4,36%

2 Belanja Makan dan Minum 0,00% | 31,28% | 11,80%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 58,74% | 27,00%
4 Belanja Cetak dan 0,00% | 1,05% |0.33%
Penggandaan

5 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% |29,11% | 12,59%

6 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 0,09% | 0,02%
Belanj

T aoniies P lo00% | 7,08% | 1,15%
Belanj R h

® Gee;:llrjlag duSewa UMt 1 0,00% | 16,56% | 5,19%

9 Belanja Kursus Pelatihan, dll | 0,00% |9,25% | 1,52%

Uang Untuk Diberikan
10 | Kepada Pihak | 0,00% | 86,01% | 35,60%
Ketiga/Masyarakat

11 | Belanja Hadiah Perlombaan 0,00% |2,06% |0,45%

Jumlah 100%

ASB 018-MONITORING DAN EVALUASI
Deskripsi:

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik
amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam
kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi,
bersifat abstrak, ataupun berujud fisik. Jika kegiatan ini melibatkan uji sampel
maka nilai bobot uji sampel bertindak sebagai penyesuai beban kerja kegiatan.
Dengan demikian belanja ini telah mencakup belanja untuk uji sampel bagi

kegiatan yang menggunakan uji sampel.
Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah Obyek, Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
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= Rp 131.772.300,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah obyek, Jumlah pengamatan dan tingkatan pengamatan
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 131.772.300,00 + (Rp 0,00 x Jumlah obyek x Jumlah pengamatan, x

Tingkatan pengamatan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 018

Batas | Batas
No. k Belanj Rata-Rat
o. | Obyek Belanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 4,02% 0,82%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 23,06% | 5,51%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 80,21%
4 Belanja Cetak dan
Penggandaan 0,00% | 1,20% 0,25%

5 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 0,75% 0,15%

6 Uang Lembur 0,00% |61,06% | 12,53%
- Belanja Sewa Rumah,
Gedung, dll 0,00% |2,54% 0,52%
Jumlah 100%

19. ASB 019-PENDAMPINGAN

Deskripsi:

Proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingkan suatu objek/

kegiatan yang bertujuan untuk mendampingi suatu objek/kegiatan.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kegiatan, Durasi dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 5.475.100,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 13.186.400,00 per Jumlah Lembaga disesuaikan Durasi dalam Bulan
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Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 5.475.100,00 + (Rp 13.186.400,00 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam

Bulan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 019

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata
1 Honor Non PNS 0,00% | 12,90% | 4,39%
2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 37,42% | 13,47%
3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 54,09%
Belanj Cetak d
4 P:nagrg:n o e a10,00% [2,14% | 0,85%
5 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% |9,31% 2,46%
6 Belanja Sewa Perlengkan 0.00% |7.86% 2.69%
dan Peralatan Kantor
7 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 84,44% | 22,06%
Belanj R h
8 stl?iag dusewa AR 0,00% | 12,90% | 4,39%
Belanja K Pelatih
9 dlel atja - hursus FEatiail | 0,00% | 37,42% | 13,47%
10 | Belanja Jasa Konsultasi 0,00% | 100,00% | 54,09%
11 ;i?fg; Kecelakaan Ketja | o ho, [214% | 0,85%
Jumlah 100%

ASB 020-AKREDITASI LEMBAGA
Deskripsi:
Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi
dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga
luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang
bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai

dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya
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kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status
akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja

perangkat daerah yang bersangkutan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Parameter yang Diakreditasi.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 267.514.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 32.486.000,00 per Jumlah Parameter yang Diakreditasi
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 267.514.000,00 + (Rp 32.486.000,00 x Jumlah Parameter yang
Diakreditasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 020

Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 25,89% | 10,72%

2 Belanja Makan dan Minum 20,22% | 21,93% | 21,08%

3 Belanja Perjalan Dinas 55,94% | 65,55% | 60,75%
4 Belanja Cetak dan
Penggandaan 0,00% |5,91% |2,57%

5 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% | 11,79% | 4,88%

Jumlah 100%

Keterangan:

Jika suatu akreditasi berlangsung dalam 1 rangkaian waktu dengan parameter

akreditasi yang sama maka jumlah parameter dianggap bernilai 1.
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21.
LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Deskripsi:

Pembinaan/pemberdayaan lembaga/masyarakat di luar instansi pemerintah
merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah
perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar
instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, pemberdayaan, bantuan
pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan
organisasi yang dibina. Kegiatan ini hanya mengakui atau menghitung

berdasarkan tatap muka yang dilakukan. Hubungan telepon atau surat

ASB O021-PEMBINAAN/PEMBERDAYAANLEMBAGA/MASYARAKAT DI

menyurat belum layak dikategorikan dalam jenis kegiatan ini.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Lembaga yang Dibina, Frekuensi Pembinaan dan Jenis Lokasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 192.940.700,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 1.274.550,00 per Jumlah Lembaga yang dibina, disesuaikan dengan

frekuensi pembinaan dan Jenis Lokasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 192.940.700,00 + (Rp 1.274.550,00 x Jumlah Lembaga yang Dibina x

Frekuensi Pembinaan x Jenis Lokasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 021

No. | Obyek Belanja E:::::h i:::s Rata-Rata
1 Honor Non PNS 0,00% 18,02% | 6,65%

2 Belanja Makan dan Minum 0,00% | 16,63% | 7,21%

3 Belanja Perjalan Dinas 20,73% | 85,35% | 53,04%

4 E:;ag?:n . Cetak dan 6 00% | 6,33% |2,40%

) Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% |48,21% | 16,07%
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Batas | Batas
No. k Belanj Rata-R
o. | Obyek Belanja Bawah | Atas ata-Rata
Belanj S R h
6 |_cama sewa RUIARL 16 00% |20,21% | 6,74%
Gedung, dll
Uang Untuk Diberikan
7 Kepada Pihak | 0,00% | 23,68% | 7,89%
Ketiga/Masyarakat
Jumlah 100%
Keterangan :

Bobot Jenis Lokasi:
a. Bobot 1 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di dalam kota
b. Bobot 3 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di luar kota

Frekuensi pembinaan dihitung dengan jumlah hari pertemuan pembinaan.

22. ASB 022 - PEMBINAAN/ PEMBERDAYAAN APARATUR/ LEMBAGA
INSTANSI PEMERINTAH
Deskripsi:

Pembinaan/pemberdayaan aparatur/ lembaga/ instansi pemerintah
merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah
perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar
instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, pemberdayaan, bantuan
pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan
organisasi yang dibina. Kegiatan ini hanya mengakui atau menghitung
berdasarkan tatap muka yang dilakukan. Hubungan telepon atau surat

menyurat belum layak dikategorikan dalam jenis kegiatan ini.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Aparatur/Lembaga yang Dibina, Frekuensi Pembinaan dan Jenis

Lokasi.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 100.000.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Aparatur/Lembaga yang dibina, disesuaikan dengan

frekuensi pembinaan dan Jenis Lokasi
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Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 100.000.000,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Aparatur/Lembaga yang Dibina x

Frekuensi Pembinaan x Jenis Lokasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 022

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata

1 Belanja Perjalanan Dinas 0 100% 100%
Jumlah 100%
Keterangan :

Bobot Jenis Lokasi:

c. Bobot 1 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di dalam kota
d. Bobot 3 : untuk pembinaan lembaga yang berlokasi di luar kota

Frekuensi pembinaan dihitung dengan jumlah hari pertemuan pembinaan.

23. ASB 023-PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
Deskripsi :

Peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan

kemampuan kelembagaan dalam menjalankan tupoksi
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Lembaga dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 70.208.100,00 per Jumlah Lembaga disesuaikan dengan Durasi Dalam

Bulan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp 0,00 + (Rp 70.208.100,00,00 x Jumlah Lembaga x Durasi Dalam Bulan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 023
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No. | Obyek Belanja 3::::11 2:::5 Rata-Rata
1 Honor Non PNS 0,00% | 57,70% | 19,23%
2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 14,20% |6,71%
3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 57,89%
4 Belanja Cetak dan
Penggandaan 0,00% | 5,64% 1,88%
5 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 0,46% 0,15%
6 Belanja Kursus Pelatihan,
dll 0,00% |42,42% | 14,14%
Jumlah 100%

24. ASB 024-PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK

Deskripsi:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah penyedia jasa

untuk memberikan pelayanan kelancaran aktivitas perkantoran.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pemakaian sumberdaya komunikasi, air dan listrik dan durasi dalam

bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 14.057.250,00 per Jumlah pemakaian sumberdaya komunikasi, air dan

listrik disesuaikan dengan durasi dalam bulan
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 14.057.250,00 x Jumlah pemakaian sumberdaya komunikasi,

air dan listrik x durasi dalam bulan)

35



25.

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 024

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata
1 Belanja Jasa Kantor 0% 100% 100%
Jumlah 100%

ASB 025-RAPAT KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DALAM DAERAH
Deskripsi:

Rapat Koordinasi dan penyusunan dalam daerah merupakan kegiatan untuk
menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan dengan lembaga atau instansi
di dalam daerah yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari
kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin

dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah lembaga yang dicakup dalam koordinasi dan durasi proses koordinasi

dilakukan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

=Rp 11.038.600,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 63.14.800,00 per Jumlah Lembaga yang dicakup dalam koordinasi per

Durasi Proses Koordinasi
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 11.038.600,00 + (Rp 63.14.800,00 x Jumlah lembaga x Durasi Proses

Kordinasi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 025

Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

Belanja Modal Pengadaan
Komputer 0,00% |29,02% |6,72%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 12,33% | 5,75%
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No. | Obyek Belanja 3::::11 2:::5 Rata-Rata
3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 85,32%
4 Belanja Cetak dan
Penggandaan 0,00% | 0,42% 0,10%
) Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 4,75% 2,11%

Jumlah 100%

26. ASB026-JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
Deskripsi:

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah para penyedia jasa untuk
memberikan pelayanan jasa dukungan administrasi/ teknis perkantoran

dengan tujuan untuk kelancaran administrasi perkantoran.
Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Orang, dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 1.059.225.500,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 437.900,00 per Jumlah Orang disesuaikan Durasi dalam bulan
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 1.059.225.500,00 + (Rp 437.900,00 x Jumlah Orang x Durasi dalam

bulan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 026

No. | Obyek Belanja i:\t::h 2::\5 Rata-Rata
1 Honor Non PNS 0,00% | 1,33% 0,21%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 2,85% 0,45%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 3,47% 0,54%

4 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 3,22% 0,51%

) Belanja Jasa Kantor 0,00% | 100,00% | 97,72%
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Batas | Batas
No. k Belanj Rata-R
o. | Obyek Belanja Bawah | Atas ata-Rata

Belan

6 _ 0,00% | 1,76% 0,28%
ja Sewa Rumah, Gedung, dll
Belanj P

- elanja erawatan dan 0.00% | 1,92% 0.30%
Pengobatan Kesehatan
Jumlah 100%

ASB O027-PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Deskripsi:

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
merupakan jasa yang diberikan untuk memelihara dan mengurus perizinan

kendaraan dinas/operasional pada masing-masing SKPD

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Kendaraan dan Durasi Dalam Bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 66.092.350,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 1.164.000,00 per Jumlah Kendaraan disesuaikan Durasi dalam bulan
Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 66.092.350,00 + (Rp 1.164.000,00 x Jumlah Kendaraan x Durasi dalam

bulan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 027

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata
1 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 100,00% | 59,15%
2 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 100,00% | 25,18%
Belanj P t
3 catya crawatanii| 0,00% |66,10% | 15,67%
Kendaraan Bermotor

38



Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

Jumlah 100%

28.ASB 028-REVIU

29.

Deskripsi:

Reviu adalah kegiatan untuk memeriksa sebuah laporan sesuai dengan tujuan

yang digariskan dalam laporan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Laporan Reviu, Durasi Waktu Reviu dan Jumlah Tim Reviu
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 223.636.400,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 47.300,00 per Jumlah Laporan Reviu, Durasi Waktu Reviu dan Jumlah

Tim Reviu
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 223.636.400,00 + (Rp 47.300,00 x Jumlah Laporan Reviu x Durasi Waktu

Reviu x Jumlah Tim Reviu)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 028

Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Belanja Perjalanan Dinas 0% 100.00% | 100.00%

Jumlah 100%

ASB 029-PROMOSI
Deskripsi:

Promosi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan
program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan
kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka tentang program atau produk

tersebut secara langsung.
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Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Objek Promosi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 490.633.100,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 0,00 per Jumlah Objek Promosi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 490.633.100,,00 + (Rp 0,00 x Jumlah Objek Promosi)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 029

Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% |2,81% 0,87%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 10,63% | 5,12%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 43,05%
4 Belanja Cetak dan
Penggandaan 0,00% | 0,20% 0,06%

5 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 18,10% | 6,45%

6 Belanja Jasa Kantor 0,00% |41,97% |15,31%

7 Belanja Bahan/ Material 0,00% |21,66% | 6,69%

Belanja Sewa Rumah,

Gedung, dll 0,00% | 26,08% | 8,22%
9 Belanja Modal Perlatan dan

Mesin 0,00% |46,04% | 14,23%

Jumlah 100%

30. ASB 030-FASILITASI
Deskripsi:

Fasilitasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi dalam upaya
memberdayakan masyarakat/kelompok masyarakat untuk mengembangkan

usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut.
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Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Lembaga dan Jumlah Alat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 318.471.000,00 per Jumlah Lembaga per Jumlah Alat

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 318.471.000,00 x Jumlah Lembaga x Jumlah Alat)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 030

Batas | Batas
No. k Belanj Rata-R
o. | Obyek Belanja Bawah | Atas ata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 18,26% | 4,70%
2 Belanja Makan dan Minum 0,00% | 17,67% | 5,35%
3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 40,86% | 21,85%
4 Belanja Cetak dan

Penggandaan 0,00% | 1,39% | 0,44%
5 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00% | 37,93% | 7,73%
6 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 68,44% | 18,71%
7 Belanja Bahan/ Material 0,00% |9,05% | 1,46%
3 Belanja Sewa Sarana

Mobilitas 0,00% | 5,59% | 1,19%
9 Belanja Sewa Rumah,

Gedung, dll 0,00% | 3,46% | 0,87%
10 Belanja  Modal  Alat-Alat

Studio 0,00% | 0,24% | 0,05%
11 | Belanja Kursus Pelatihan, dll | 0,00% | 10,01% | 1,61%

Uang Untuk Diberikan
12 | Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat 0,00% | 73,61% | 18,24%
13 | Hibah 0,00% | 82,09% | 17,80%

Jumlah 100%
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31.

ASB 031-PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
Deskripsi:

Penanggulangan masalah kesehatan adalah kegiatan untuk menangani
berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun
masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau
mengobati penyakit tertentu namun hanya untuk memberikan bantuan
jasa/pelayanan secara kewenangan SKPD tersebut dan menangani masalah
ringan yang biasa diatasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan

penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM.
Pengendali (cost driver) :

Jumlah rumah atau keluarga, anggota masyarakat, lingkungan yang ditangani

dan tingkatan kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp 49.016.000,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp 145.000,00 per Jumlah Rumah disesuaikan dengan lingkungan yang

ditangani per tingkatan kegiatan.
Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 49.016.000,00 + (Rp 145.000,00 x Jumlah Rumah x lingkungan yang

ditangani x tingkatan kegiatan.)

Batasan Alokasi Obyek Belanja ASB 031

. Batas Batas
No. | Obyek Belanja Bawah | Atas Rata-Rata

1 Honor Non PNS 0,00% | 64,05% | 1,55%

2 Belanja Makan dan Minum | 0,00% | 100,00% | 5,00%

3 Belanja Perjalan Dinas 0,00% | 100,00% | 27,36%
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Batas Batas
No. | Obyek Belanj Rata-Rat
o ye elanja Bawah | Atas ata-Rata

Belanja Cetak dan

0,00% | 6,57% 0,07%
Penggandaan

5 Belanja Bahan Pakai Habis | 0,00% | 100,00% | 2,56%

6 Belanja Jasa Kantor 0,00% | 100,00% | 44,44%

Belanja Sewa Rumah,

o 1 0 7 o
Gedung, dll 0,00% | 56,13% | 0,78%

Uang Untuk  Diberikan
8 Kepada Pihak | 0,00% | 100,00% | 18,24%
Ketiga/Masyarakat

Jumlah 100%

Keterangan :

Bobot 1 : untuk penanganan masalah kesehatan yang sifatnya masal
Bobot 2 : untuk penanganan kesehatan untuk keluarga

Bobot 3 : untuk penanganan kesehatan untuk bayi/ibu hamil
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II. ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
1. ASB FISIK 01-PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi :

Belanja Pengadaan Konstruksi Fisik merupakan total keseluruhan
anggaran belanja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan/pengadaan
konstruksi yaitu Pengadaan Gedung Negara, Gedung Kebudayaan, Balai
(termasuk utilitasnya), jalan, jembatan, dan irigasi, yang meliputi untuk
Perencanaan, Pengawasan atau Manajemen Konstruksi, dan Pengelolaan
Kegiatan. Pengadaan fisik tersebut merupakan pengadaan fisik baik untuk
pertama kali perawatan konstruksi, maupun perluasan atau peningkatan dari
konstruksi yang sudah ada. Pelaksanaan Kegiatan (Sub Kegiatan) Konstruksi
dalam analisis ini mencakup Aktivitas Konstruksi Bangunan, Jalan, Jembatan,
Sarana Pelengkap Jalan, Bangunan Fasilitas Umum, Drainase, dan Saluran Air.
SKPD melaksanakan pengadaan belanja modal konstruksi melalui Pihak Ketiga.
ASB Fisik ini menganggarkan bahwa komponen anggaran untuk perencanaan
dan pengawasan (manajemen konstruksi) termasuk dalam anggaran belanja
modal, sedangkan anggaran untuk pengelolaan kegiatan dianggarkan secara
terpisah dari belanja modal sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku

(selain belanja modal).

Khusus catatan untuk kebijakan anggaran di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Tengah, komponen belanja modal, selain Biaya
Konstruksi Fisik (BKF), perencanaan, dan pengawasan, juga termasuk biaya
honorarium tim/pejabat pengadaan barang/jasa, tim teknis, tim peneliti

kontrak, serta tim pendamping.
ALOKASI RINCIAN OBYEK BELANJA ASB FISIK 01 :

A. Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan

bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

1. Bangunan Gedung kantor dan bengunan Gedung negara lainnya dengan
jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;

2. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan
luas sampai dengan 500 m?2 ;

3. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D dan Tipe E (lihat
Permen PUPR No.22 Tahun 2018).
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B. Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan
bangunan Gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana
meliputi:

2. Bangunan Gedung kantor dan bengunan Gedung negara lainnya dengan
jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;

3. Bangunan Gedung kantor dan bangunan Gedung negara lainnya dengan
luas lebih dari S00 m2;

4. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B (lihat Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang Nomor 22 Tahun 2018).

Untuk menghitung total anggaran belanja pengadaan konstruksi fisik

Gedung sederhana adalah dengan menghitung terlebih dahulu indeks pengkali

Belanja Konstruksi Fisik (BKF)-nya. Indeks pengkali diperoleh dari total

koefisien komponen perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan

ditambah dengan 1. Kemudian, indeks pengkali tersebut dikalikan dengan BKF-
nya. Indeks Pengkali untuk komponen biaya Perencanaan, Pengawasan, dan

Pengelolaan Kegiatan merupakan batas tertinggi. Belanja Modal sesuai dengan

kebijakan daerah, terdiri dari: Biaya Konstruksi Fisik, Perencanaan,

Pengawasan, Biaya Honorarium Pokja/Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Tim

Peneliti Kontrak, dan Tim Pendamping. Rincian tersebut dapat diformulasikan

sebagai berikut:
Pagu Anggaran Sub Kegiatan = Belanja Konstruksi Fisik (BKF) x Indeks
pengkali;

Indeks Pengkali = 1 + (Koefisien Perencanaan + Koefisien Pengawasan +
Koefisien Pengelolaan Kegiatan)

Belanja Modal = BKF + [(BKF x Koefisien Perencanaan) + (BKF x Koefisien
Pengawasan)]

BKF ditentukan dari penetapan (perhitungan) HSPK dan/atau AHSP dan/atau
SHST. Biaya per satuan m2 pembangunan Gedung Negara yang telah
ditetapkan berdasarkan zona wilayah di Kbupaten Halmahera Tengah sebagai

berikut:

1. ZONA 1 WILAYAH KECAMATAN WEDA DAN WEDA SELATAN
1) Bangunan Gedung Negara

Klasifikasi Harga Satuan
Bangunan Gedung Tertinggi per m2 (Rp)
Negara
Gedung Tidak Sederhana 10.960.000

7.980.000

Gedung Sederhana
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2) Rumah Negara

Klasifikasi Harga Satuan
Bangunan Rumah Negara Tertinggi per m? (Rp)
Rumah Tipe — A 10.060.000
Rumah Tipe - B 8.760.000
Rumah Tipe- C/D/E 7.050.000

3) Pagar Gedung Negara
Klasifikasi Harga Satuan

Pagar Gedung Negara

Tertinggi per m? (Rp)

Pagar Depan

6.150.000

Pagar Belakang 4.640.000
Pagar Samping 3.000.000
4) Pagar Rumah Negara
Klasifikasi Harga Satuan

Pagar Rumah Negara

Tertinggi per m?2 (Rp)

Pagar Depan

4.830.000

Pagar Belakang

3.890.000

Pagar Samping

2.640.000

2. ZONA 1I WILAYAH KECAMATAN WEDA TENGAH, WEDA UTARA DAN

WEDATIMUR
1) Bangunan Gedung Negara

Klasifikasi

Harga Satuan
Bangunan Gedung Tertinggi per m2 (Rp)
Negara
Gedung Tidak Sederhana 11.890.000
Gedung Sederhana 8.020.000
2) Rumah Negara
Klasifikasi Harga Satuan
Bangunan Rumah Negara | Tertinggi per m? (Rp)
Rumah Tipe — A 10.740.000
Rumah Tipe - B 8.560.000
Rumah Tipe- C/D/E 7.010.000
3) Pagar Gedung Negara
Klasifikasi Harga Satuan

Pagar Gedung Negara

Tertinggi per m? (Rp)

Pagar Depan

6.710.000

Pagar Belakang

4.660.000
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Pagar Samping 2.940 .000

4) Pagar Rumah Negara

Klasifikasi Harga Satuan
Pagar Rumah Negara Tertinggi per m? (Rp)
Pagar Depan 5. 110.000

Pagar Belakang 3.740.000

Pagar Samping 2.520.000

. ZONA III WILAYAH KECAMATAN PATANI BARAT, PATANI, PATANI UTARA
DAN PATANI TIMUR
1) Bangunan Gedung Negara

Klasifikasi Harga Satuan
E:gag;la nan Gedung Tertinggi per m? (Rp)
Gedung Tidak Sederhana 12.210.000
Gedung Sederhana 8.330.000

2) Rumah Negara
Klasifikasi Harga Satuan
Bangunan Rumah Negara Tertinggi per m? (Rp)
Rumah Tipe — A 10.960.000
Rumah Tipe - B 8.650.000
Rumah Tipe- C/D/E 7.230.000

3) Pagar Gedung Negara
Klasifikasi Harga Satuan
Pagar Gedung Negara Tertinggi per m? (Rp)
Pagar Depan 7.100.000
Pagar Belakang 4.660.000
Pagar Samping 2.940.000

4) Pagar Rumah Negara
Klasifikasi Harga Satuan
Pagar Rumah Negara Tertinggi per m? (Rp)
Pagar Depan 5.340.000
Pagar Belakang 3.660.000
Pagar Samping 2.490.000

47



4. ZONA IV WILAYAH KECAMATAN PULAU GEBE
1) Bangunan Gedung Negara
Klasifikasi

Harga Satuan

Bangunan Gedung Tertinggi per m?2 (Rp)
Negara
Gedung Tidak Sederhana 12.210.000
Gedung Sederhana 8.330.000

2) Rumah Negara
Klasifikasi Harga Satuan
Bangunan Rumah Negara | Tertinggi per m? (Rp)
Rumah Tipe — A 10.960.000
Rumah Tipe - B 8.650.000
Rumah Tipe- C/D/E 7.230.000

3) Pagar Gedung Negara
Klasifikasi Harga Satuan
Pagar Gedung Negara Tertinggi per m? (Rp)
Pagar Depan 7.100.000
Pagar Belakang 4.660.000
Pagar Samping 2.940.000

4) Pagar Rumah Negara
Klasifikasi Harga Satuan
Pagar Rumah Negara Tertinggi per m? (Rp)
Pagar Depan 5.340.000
Pagar Belakang 3.660.000
Pagar Samping 2.490.000

2. ASB FISIK 02-PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi dan Fungsi:

ASB Fisik Jalana dalah singkatan dari Analisis Standar Belanja Fisik Pekerjaan
Jalan. Ini adalah instrumen standar yang digunakan oleh pemerintah daerah
untuk menilai kewajaran biaya dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan

fisik atau konstruksi yang berkaitan dengan jalan.

ASB Fisik Jalan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan anggaran yang
disusun efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan

beban kerja dan standar biaya setempat.
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Fungsi Utama ASB Fisik Jalan:

a.

Penyusunan Anggaran: ASB digunakan sebagai acuan utama dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

. Estimasi Biaya: ASB berfungsi sebagai estimasi kebutuhan anggaran

tertinggi untuk suatu pekerjaan fisik tertentu, termasuk biaya umum,
keuntungan (paling banyak 15%), dan pajak.

Pengendalian Anggaran: Membantu mengendalikan pemborosan anggaran
dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan terukur sesuai beban
kinerjanya.

Penilaian Kewajaran Biaya: Menjadi tolak ukur untuk menilai kewajaran
biaya pelaksanaan kegiatan fisik, seperti pembangunan, rehabilitasi, atau

pemeliharaan jalan.

Komponen dan Ruang Lingkup

ASB Fisik Jalan disusun berdasarkan analisis teknis dan harga satuan

setempat, dan mencakup berbagai jenis pekerjaan, antara lain:

a.
b.
C.
d.

Pembangunan jalan baru (misalnya, flexible pavement atau jalan beton).
Peningkatan atau pelebaran jalan.
Pemeliharaan rutin atau berkala (misalnya, overlay AC-WC).

Pembangunan jalan lingkungan (misalnya, dengan paving block).

Secara umum, ASB Fisik berbeda dengan ASB Non Fisik, di mana ASB Fisik

fokus pada standarisasi biaya kegiatan konstruksi, sedangkan ASB Non Fisik

fokus pada kegiatan yang bersifat administratif atau jasa lainnya.

Dengan demikian, ASB Fisik Jalan adalah dokumen teknis-administratif yang

krusial untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal dan

wajar dalam pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana telah ditetapkan

Biaya per satuan m? pembangunan jalan yang telah ditetapkan berdasarkan

zona wilayah di Kbupaten Halmahera Tengah sebagai berikut:

1.

ZONA I WILAYAH KECAMATAN WEDA DAN WEDA SELATAN

Harga
No | Kiasifikasi Kegiatan Se;tuan/ per | ot
m
(Rp)
1 m Pembancunan Pembongkaran,
1 | Jalan Hotmi (Leg]; 1 14.500.000,0 | Pembersihan, TP,
: 0 LPB, LPA, HRS AC-
Meter) o
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1 m Peningkatan Jalan Pembersihan, LPB,
2 | Sirtu Ke Hotmix (Lebar 3'000'000’0 LPA, HRS AC-WC

7 Meter)

1 m Pembangunan Pembersihan, Riper,
3 Jalan Lapen Ke Hotmix g‘OOO‘OOO’O LPB, LPA, HRS AC-

(Lebar 7 Meter) WC

1 m Peningkatan Jalan 3.750.000.0 Pembersihan, Riper,
4 Rabat Beton Ke Hotmix O‘ ’ ’ LPB, LPA, HRS AC-

(Lebar 5 Meter) WC

1 m Rekonstruksi/ Pembersihan, LPA,
S Pemeliharaan Jalan 8'000’000’0 HRS AC-WC

Hotmix (Lebar 5 Meter)

1 m Pembersihan, LPA,
6 revitalisasi/peningkata | 3.000.000,0 | HRS AC-WC

n jalan hotmix (Lebar 7 | O

Meter)

2. ZONA 1II WILAYAH KECAMATAN WEDA TENGAH, WEDA UTARA DAN

WEDATIMUR
Harga
No Klasifikasi Kegiatan rSne;tuan/ P Ket.
(Rp)
1 m Pembangunan Pembongkaran,
1 Jalan Hotmix (Lebar 7 4.635.000,0 | Pembersihan, TP,
Meter) 0 LPB, LPA, HRS AC-
WC
1 m Peningkatan Jalan 4.120.000.0 Pembersihan, LPB,
2 Sirtu Ke Hotmix (Lebar | .° ) ’ LPA, HRS AC-WC
0
7 Meter)
1 m Pembangunan 4.120.000.0 Pembersihan, Riper,
3 Jalan Lapen Ke Hotmix O' ) ’ LPB, LPA, HRS AC-
(Lebar 7 Meter) WC
1 m Peningkatan Jalan 3.862.500.0 Pembersihan, Riper,
4 | Rabat Beton Ke Hotmix O‘ ' ’ LPB, LPA, HRS AC-
(Lebar 5 Meter) WC
1 m  Rekonstruksi/ Pembersihan,  LPA,
S Pemeliharaan Jalan 8'150'000’0 HRS AC-WC
Hotmix (Lebar 5 Meter)
1 m Pembersihan, LPA,
6 revitalisasi/peningkata | 3.150.000,0 | HRS AC-WC
n jalan hotmix (Lebar 7 | O

Meter)
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3. ZONA III WILAYAH KECAMATAN PATANI BARAT,

DAN PATANI TIMUR

PATANI, PATANI UTARA

No | Klasifikasi Kegiatan Hargaz Satuan/ Ket.
per m? (Rp)
1 m Pembangunan gzzgz;ﬁlﬁz;an’
1 tl{/[ael;rllw) Hotmix (Lebar 7 | 4.774.050,00 TP, LPB, LPA,
HRS AC-WC
1 m Peningkatan Jalan Pembersihan,
2 | Sirtu Ke Hotmix (Lebar | 4.243.600,00 LPB, LPA, HRS
7 Meter) AC-WC
1 m Pembangunan Pembersihan,
3 Jalan Lapen Ke Hotmix | 4.243.600,00 Riper, LPB, LPA,
(Lebar 7 Meter) HRS AC-WC
1 m Peningkatan Jalan Pembersihan,
4 Rabat Beton Ke Hotmix | 3.978.375,00 Riper, LPB, LPA,
(Lebar 5 Meter) HRS AC-WC
1 m Rekonstruksi/ Pembersihan,
S Pemeliharaan Jalan | 3.307.500,00 LPA, HRS AC-
Hotmix (Lebar 5 Meter) WC
1 m Pembersihan,
revitalisasi/peningkata LPA, HRS AC-
6 n jalan hotmix (Lebar 7 3.307.500,00 wWC
Meter)
4. ZONA IV WILAYAH KECAMATAN PULAU GEBE
Harga
No Klasifikasi Kegiatan fnaQtuan/ P Ket.
(Rp)
1 m Pembangunan Pembongkaran,
1 | Jalan Hotmix (Lebar 7 4.917.271,5 | Pembersihan, TP,
Meter) 0 LPB, LPA, HRS AC-
WC
1 m Peningkatan Jalan Pembersihan, LPB,
2 Sirtu Ke Hotmix (Lebar 4.370.908,0 LPA, HRS AC-WC
0
7 Meter)
1 m Pembangunan Pembersihan, Riper,
3 Jalan Lapen Ke Hotmix 3'370’908’0 LPB, LPA, HRS AC-
(Lebar 7 Meter) WC
1 m Peningkatan Jalan 4.097.726.9 Pembersihan, Riper,
4 Rabat Beton Ke Hotmix 5' ) ’ LPB, LPA, HRS AC-
(Lebar 5 Meter) WC
1 m Rekonstruksi/ Pembersihan, LPA,
S5 | Pemeliharaan Jalan 8'472'875’0 HRS AC-WC
Hotmix (Lebar 5 Meter)
1 m Pembersihan, LPA,
6 revitalisasi/peningkata | 3.472.875,0 | HRS AC-WC
n jalan hotmix (Lebar 7 | O
Meter)
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3. ASB FISIK 02-PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN

Deskripsi dan Fungsi:

ASB Fisik Jembatan memuat standarisasi biaya kegiatan fisik jembatan melalui
analisis yang terperinci untuk setiap komponen kegiatannya. Tujuannya adalah

untuk:

1) Menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang diusulkan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk proyek jembatan.

2) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD secara efisien,
transparan, dan akuntabel.

3) Menjadi acuan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam
proses pengadaan pekerjaan konstruksi jembatan.

4) Memastikan bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan
jembatan didasarkan pada harga satuan standar yang berlaku di daerah
tersebut.

Komponen Analisis:

Analisis dalam ASB Fisik Jembatan melibatkan perincian biaya berdasarkan

komponen penyusun, yang umumnya mencakup:

1) Harga Satuan Dasar (HSD): Meliputi biaya material/bahan bangunan
(seperti beton, baja, aspal, dll.), upah tenaga kerja (mandor, pekerja terampil,
dll.), dan biaya sewa atau operasional peralatan.

2) Spesifikasi Teknis: Analisis ini mempertimbangkan jenis dan spesifikasi
jembatan (misalnya, jembatan bentang 3m box culvert, jembatan gantung,
dll.), luas, dan karakteristik teknis lainnya.

3) Standar Teknis: Mengacu pada standar nasional Indonesia atau pedoman
teknis pekerjaan jalan dan jembatan yang berlaku untuk memastikan
kualitas dan keamanan struktur.

4) Biaya Overhead dan Pajak: Besaran nilai ASB Fisik Jembatan biasanya
sudah memperhitungkan keuntungan atau overhead penyedia jasa
(biasanya sekitar 15%) dan kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-
undangan.

Dengan demikian, ASB Fisik Jembatan adalah dokumen teknis-administratif

yang krusial untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal

dan wajar dalam pembangunan infrastruktur jembatan sebagaimana telah
ditetapkan Biaya per satuan m? pembangunan Jembata yang telah ditetapkan

berdasarkan zona wilayah di Kbupaten Halmahera Tengah sebagai berikut:
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1. ZONA I WILAYAH KECAMATAN WEDA DAN WEDA SELATAN

Harga Satuan/
No. | Klasifikasi Kegiatan Begntanga pet Keterangan
m
(Rp)
|} m2 Pembangunan| ;g 60 000,00
Jembatan 0-10 m )
Konstruksi
1 m2 Pembangunan Abutmen Beton
2 | Jembatan gantung 31- | 350.000.000,00 | SPutmen Beto
Bertulang,
40 M .
1 m2 Penggantian Oprit, Patok
3 150.000.000,00 | Pengarah,
Jembatan 0-10 m .
1 m?2 Penggantian Timbunan
4 Jembatan 11-20 m 170.000.000,00

2. ZONA II WILAYAH KECAMATAN WEDA TENGAH, WEDA UTARA DAN

WEDATIMUR
Harga Satuan/

No. | Klasifikasi Kegiatan izntanga pet Keterangan
(Rp)

1 m2 Pembangunan
Jembatan 0-10 m

173.400.000,00

1 m2 Pembangunan

Jembatan 11-20 m

2 Jembatan gantung 31-| 357.000.000,00
40 M
1 m?2 Penggantian
3 Jembatan 0-10 m 173.400.000,00
4 |1 m2  Penggantian |, ;g 466 000,00

Konstruksi
Abutmen Beton
Bertulang,
Oprit,
Pengarah,
Timbunan

Patok

3. ZONA III WILAYAH KECAMATAN PATANI BARAT,

DAN PATANI TIMUR

PATANI, PATANI UTARA

Harga Satuan/
No. | Klasifikasi Kegiatan Bezntanga per Keterangan
m
(Rp)
p |} m2 Pembangunan| ;¢ g64 000 00
Jembatan 0-10 m .
Konstruksi
1 m2 Pembangunan Abutmen Beton
2 Jembatan gantung 31-| 364.140.000,00 utme cto
Bertulang,
40 M .
1 m2 Penggantian Oprit, Patok
3 176.868.000,00 | Pengarah,
Jembatan 0-10 m .
1 m?2 Penggantian Timbunan
4 Jembatan 11-20 m 176.868.000,00
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4. ZONA IV WILAYAH KECAMATAN PULAU GEBE

Harga Satuan/
No. | Klasifikasi Kegiatan Be;ntanga pet Keterangan
m
(Rp)
p |1 m2 Pembangunan | g, 455 360 00
Jembatan 0-10 m )
Konstruksi
1 m2 Pembangunan Abutmen Beton
2 Jembatan gantung 31-| 371.422.800,00 utme cto
Bertulang,
40 M .
1 m2 Penggantian Oprit, Patok
3 180.405.360,00 | Pengarah,
Jembatan 0-10 m .
1 m?2 Penggantian Timbunan
4 Jembatan 11-20 m 180.405.360,00

BUPATI HALMAHERA TENGAH
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